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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 26 
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, 
BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR   26 TAHUN 2013 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 

TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA 

TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WAKATOBI,  
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana  
penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menjadi 
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Wakatobi perlu diubah;  

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4942/5J Tahun 2010 
tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas 
Kelembagaan Perangkat Bidang Kesbangpol Daerah, 
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu 
diubah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 



 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor  144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah  dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 



 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, 
Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

 
dan 

 
BUPATI WAKATOBI 

 


